! LEMBAGA DAERAH PROPINSI .
' DAERAH ISTIMEWA ACEH
‘~ TAHUN : 1981.
NOMOR : 23. - ~ SERIE D" Ne. 22.

PERATURAN DAERAH PROPINS] DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : ¢ TAMUN 1980, :

TENTANG.

PEMBENMTUKAN, PEMECAKAN, PENVATUAN
DAN PENGAPUSAN Kaummm

¢ BE HGAN RAHMAT TUMAN “’Aa%f‘ MARA ESA
- GUBERMUR KEPALA DAERAH IBTMEWA ACEH

Me%’"‘s’;%m‘“

Bcfhwa dulcsm rangka pemng‘kaamn kelancaran penyeleng-
‘garcon Pameriniohan., dan pembangunon secara berdaya
guno dqn berhuasil ‘guna, perly mengaivr dan menstapkan
ketentfuan-keteniuan® tentang pembentukan, pemecahan,
penyotuon don penghopusan Kelurohan dalam  Propins’
Coerch: istimewa Aceh -sssual dangon Peraturan Menterl
Dalam MNegesi Momer 2 Tahun 1980, tentong Pembeniukan,
-Pemecahay,’ Penyatuan dan -Penghapusan Kelurahan,

2. Bahwa uniuk maksud tersebut perlu menetapkan dalem
suaiu Peraturan Daerah.

Mengingai :

1. Un-dc';ng-unagi‘h”g':ij\zo.—rﬁc;;ZQ-iv-mhun 1956 ;

2. Undong-vadang MNemor 5 tohun 1974 ;

3. Undang-undang Nomor 5 fahun 1979 ;

4. Peraturan Menieri Datam Negeri Nomor '[4 tehun 1974 yo o
© MNomor 11 tahun 1975; ' '
5. Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1980. o

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh. :
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MEMUTUSKARN. -

Menetapkan : PERATU'RAN DAERAH 'PROPINSI DAERAH ISTIMEWA

ACEH TENTANG PEMJBENTU'KAN PEMECAHAN, P'ENYATUAN
'DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN,

.'

o BAB— I ,
AT KETENTUAN UMUM -
o Pasiil

Dalam Peraturan Daerch ini yang dimaksud dengan :

o.

b.

Prepinsi adalah Propinsi- Doerah Istimewda” Aceh ;
Gubernur Kepala Doerah udulah Gubernur Kepalg, Daerah Isti-
mewa Acsh ;

...Bupaii/Walikeiamadya Kepala Daerch adalah -Bupati/Walikota-

medya Kepalo Deerah Tingkat I dalem Prepinsi Daerah Isti-
me Aceh ;

Dewan Perwakilgn Rakyat qurcm E\abupai’en/l’ommudya ada-
lah Dewan Perwakilén Rokyai Daerdh Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat. I dolam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
r(qbupmen/ixo}c.-madyu adalah Kabupaien/Kotamadya Daerah
Tinglat H delam Propinsi Dgerah Istimewa Acgh.

Kota Administratif dan Kotaketa lainnya adalah Kota Adminis-
tratif don Kota-keta lainnye dulqm Propinsi Paerah: Istimewn
Aceh.

Pembentukan, Pemecchan, Penycﬂuan dan Penghapusan Kelura-
han serta Lingkungan adalgh . pengertian-pengeriian sebagai-.

mang dimaksedtdalam Undung Undqng Nomor 5 tchun 1979

~ tentang Pemerintchan Desa, - = - .

{1).

o

BAB—I
PEMBENTUKAN
Bagion Pertoma © -
Tujuon dan Wewenung P&mﬁe-ﬁtui{m

"Pasal 2.

Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan
kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna
dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap: ma-

syarakat Kota s8s0ai dengan flnglkﬂf pelrkembangcn pemba-
ngunan, . :
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(2). Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Dae-
rah berdasarkan atas usiu! Bupati/Walikotamadya Kepala Da-
erch setelah mendupat persefujuan dari Menteri Dadam Negeri.

{3). Usul Bupati/Waliketamadya Kepala Daerah sebagaimana di-

“omeksud dalem ayet (2) Pasal ini disampaikan kepada Guber-
nur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerch Kobupaten/Kotamadya.

(4). Kelurchan sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) dan (2)

. Pasal ini davat dibentuk di fbukota Propinsi, Kabupaten/Kota-
madya, Keta Administratif dan Kotd-koia lainnye.

‘Bagion Keduo
Syarict-syarat Pembentukon

Posel 3.

{1), Didaulam pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat
- dan memperhatikan foktor-fokior sebagai berikut
a. Fakior penduduk : sedikit-dikitnya 2.500 jiwa ciau 500 Ke-
.pala Keluarga don cebanyak panyoknya 20.000 jiwa alou
4.000 Kepala Keluorge.
k. . Fokior luas wilayah : yoittomampu dijangkay secara daya
guna dalam rangka pelayarien masyarakat,
c. Foktor letak : kemunikasi fransporiasi dan jarak dengan
"~ Pusat kegiatan Pemerinfohan den Pusai-pusaf psngemba-
ngan.
d. Fakior prosgrang : perhubungan, pemasaran, sesial dan
. prasarana_fisik pemerintahan.
e, Fokter sesigh budaya : agama dan odat istiadat.
Jf. FakiorJeehidupan masyarakat : mata penecharian dan ciri-
ciri Kehidupon masyarakat
{(2), Kelurahaon dibentuk dengan mempel‘hchkqn ciri-ciri sifat ma-
syarckat antara lain s
a. maiemulk
b. lebih dinamis
¢. sensitif dan kritis
d. dukungan sesial ekorominya ; moyoritas sudah terpenga-
ruh oleh kehidupan Keta.

Bugion Ketiga
Mome, Botes don Pembagion Wllquh
Poazal 4.

Dtc!ctlam Surai Kepui’usc:n Gu\bernur Kepafu Daerch 1‘en'tcmg

atas® l[{e!umhcm yang: dlbeni’uk
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{1

@.

A1)

(2).

(3).

(4.

(1).

{2).

(3).

Pasal 5.
Uniuk merperancar jolannya Pémerintahan Kelurahan dida-
lam Kelurahan dapat dibentuk beberapa Lingkungan sebagai-
mana dimaksud i dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini. -

Jumlah Llingkungan dalam suaiv Kelurahan disesuaikan de-

ngon penduduk, kondist wilayah dan jongkauan pelaksanaan
Pemerintahan, yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah. '

BAB— Il | _
PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN
Pusgi 6. ' '

i
L

Kelurahan yang penduduknya melampavi jumloh penduduk
maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan tekhnis Pe-
merintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurghan
dimungkinkan untuk dapat dipecoh. ,

Kelurahan hasil pemecchan sebagaimana dimaksud ayaf M
Pasal ini harus memenuhi syaratisydrat bagl ferbentuknya su-
atu Kelurahon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
dan (2) Peraturan Daerch jnk,

Pemecahan Kelurahan dilakvkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah berdasgrkan atas usul Bupati/Waliketamadya
Kepala Daerah setelah.mendapat persetujuan dari Menteri Da-
lam MNeaeri. ) '

Usul . Bupati/Waliketamadya Kepala Daerah sebagaimana di-
maksud ayat\(3))Pasal- ini disampatkan kepada Gubernur Ke-
pala Daergh, setelah mendengar pertimbangan Pimpinan De-
wan Perwokilan Rokyat Doerah Kabupaten/Kotamadya.

Pasal 7.

Keluradhan yong karena  perkembangan keadaan tidak lag
merenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1
dan (2} Peraturan Daerah ini dimungkinkan untuk dihapus
atau disatukan. '

Penghapusan dan penyatuan Kelurahan dilakukan dengan Ke-
putusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan atas vsul Bu-
pati/Walikotamadya Kepala Daerch. : a
Usul Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah sebagaimana di-
imaksud dalam ayat (2) Pasal ini disampaikan kepada Guber-
nur Kepala Daerahi, seteloh mendengar perfimbangan: Pimpi-
nan Dewan- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Ketamadyd:.
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BAB —1V.
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
quul 8.

Dengan berlakunya Pergturan Daerah ini, maka semua keten--

" tvan-ketentuan lainnya. yang berientangan dengan. Peraturan Dae-
rah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9...

Hal-hal yang belum diatur dalom Peraturan Deaerah ini akan.
diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala qurch
sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya.

Pasal 10.

' (1). Peraturan Daerah ini dissbut “PERATURAN: DAERAH PROPINSI

" DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECA-
HAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN".
{2}, Peraturan Doerch ini mulai berlokupada tanggal diundang-
" kan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

Banda Aceh, 19 Desember 180.

>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,~ GURERNUR KEPALA DAERAH

‘DAERAH PROPINS! DAERAH IS'FI- ASTIMEWA ACEH.
" MEWA ACEH, :
S Ketoa | ttd. "
tid. — PROF..A. MADHD IBRAMIM —
— H. ACHMAD AMINS — P‘errdfuran-l):derah ini telah disah-

. . kan oleh Menteri Dalam Negeri
Diundangkan dalom Lembaran  dengan Surat Keputusan Nomor
Daerah _Propinsp Daemh stime- . 140.341.27-723,

wa Aceh. Tanggal : 27 Oktober. 1981
N\vmor s 23 Thn 198? Serle D.- - - :

" No. 22 Tq\l 14 Nopemlber 1981.

. vekﬁ e?urls Wllc:yuh./Dueruh

Pelaksaona Tugas,

“"H‘d .
(MOI-!D Al.l)

St Nup\0100594ﬂ T e T e




PENJELASAN,:
1 : PENJELASAN UMUM.

1. “Kelurahon” adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh
. sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerin.
tchan terenduh langsung di bawah Camigt yong dapat di-
bentuk di Ibukota Propinsi, ibukota Kabupaten/Kotamadya,
Kota Administratif dan Kotg-kota lainnya, dalam arti bah-
wa Kelurghan ini juga merupakon suvaty Wilayah . yang
ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai orga-
nisasi Pemerintahan tefendah langsung dibawah Camagi
tefopi tidak memiliki hak menyelenggarakanSrumah fang-
ganya. . : o R\

2. Mengingat Kelurghan adalah suatu Wildyoh yang ditem-
~pati oleh. sejumiah penduduk dan mempunyal -erganisast
Pemerintahan terendah langsung dibawgh Camat, meng-
hadapi kemungkinan perkembangan, - baik kerupa pem-
bentukan; pemecahan, penyatuan dan: penghapusan,
Dalem melakukan pembentukan, pemecchan, penyatuan
dan penghapusan kelurahdn perlu. diperhatikan faktor-
fakior tertentu antara laiw/faktor penduduk, fakior luas
‘Wilayah, fakter letak fakior prasarand, fakior sosial bu-
daya dan faktor kehidopan masyarakat,

Disamping ifu juga. harus diperhatikan’ ¢iri-ciri sifat maq-
syarakatnya. yang menjemuk, lebih dinamis, sensitif dan
kritls serta dukungan sosial ekonominya maydritas sudah
- terpengaruhivoleh kehidupan Kota, sehingga ' Kelurahan
yang dibentuk atau dipecah ity dapat diharapkan meme-.
nuhi -furgsinya sebagai suaty Wilaych yang mempunyai
Pemerintahan: yang terendoh langsung®  dibéwah Camat
yang mampu dan tangguh melaksanakan tugas-tugas Pe-

merintahan termasuk Pembangunan.

3. Tujuen pembeniukan Kelurahan adalah untuk meningkas-
kan kegigtan penyelenggaraan Pemerintahan secarg ber-
daya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelaya-
nan ferhadap masyarokat Kotg sesuai dengan fingkat per-
kembangan pemba ngunan,

4. Bahwa berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Ne.

' geri No. 2 tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pe-
mecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurchan, perlu
diadakan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
fentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Peng-
hopusan Kelurghan dalom Propinsi Daerah Istimewa- Aceh.
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5 . FENJELASAM PASAL DEMI PASAL,

s

Pased 1 s/d 2 — Cukup ielas.

Pasal 3 ayat (lo ‘ o
Syarat minimum dan maksimun jumiah penduduk dalom ayat
ini, hanya berlakw untuk pembenivkan Kelurahan baru. Keten-
tuan ini fidek berlaku untuk Kelerahan yang terbenivk karena

- pengaithan status dari Desa bardasarkan Peraturan  Perun-
dangan yang berlaku.

Pasal 3 ayat (2) —

i

Ciri-ciri sifat mesyarakat yang maojemuk ortinya

Didalom masyarckat tersebut sudah ferdupot keanekara-
geman apakah maia pencaharian, agama, latar belzkang
kebudayaan, suku bangsa dan sebagainye

Lebih dingmis:

Sifut masyarakat Kota lebih dinamis dibondingkan dengan
masyarakat Desa, oleh kareno Kofa-keta tarsebut sebagal
Pusat pertumbuhan secara sosialogis masyarakatnya lebih
menghendaki pencepatan péngembangan dan periumbu-
han. '

Sensitif dan Kritls:

Ini mervpakan salohe Sty ciri masyarakat Kota yang ber-

_sifot sangat pekasterhadap pengarvh-pengaruh yang be-

rasal dari luar, dan juga sangat keritis terhadap sesuatu
pandanganipendapat baru. :

Dukungan éosicl ekonominya mayoritas sudah terpengarvh
oleh kehidupan Kota:

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kota sangat dipe-
ngafuhi oleh usaha perdagangan, industri dan jasa, se-
hingga sebahagian besar masyarakat Kota sangat tergan-
tung kepada sektor-sektor kehidupan tersebut.

Pasal 4 /d 9 — Cukup jelas.

voolooce—m
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